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Abstrak
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui  Bagaimana bentuk-bentuk
persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan
perdagangan dan bagaimanakah eksistensi
komisi pengawas persaingan usaha (KPPU)
dalam menyelesaiankan sengketa persaingan
usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999. Dengan
menggunakan metode peneltian  yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Bahwa dalam
kegiatan usaha perdagangan, bentuk
persaiangan yang sering terjadi diantara pelaku
usaha, dimana hal vyang menyebabkan
persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi
dikarenakan adanya suatu keadaaan yang
menguntungkan pelaku usaha dan
memanfaatkan demi  kepentingan serta
keuntungan pelaku usaha tersebut yang
merupakan hambatan terhadap perdagangan.
Persaingan usaha yang tidak sehat yang
terdapat dalam suatu perekonomian pada
dasarnya terjadi dalam bentuk Kartel
(hambatan horizontal), Perjanjian tertutup
(hambatan vertikal), Merger, dan Monopoli. 2.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, institusi yang diberikan
kewenangan untuk sengketa persaingan usaha
adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Eksistensi (KPPU), vyakni untuk mengawasi
pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam
rangka pengawasan ini, undang undang
memberikan KPPU tugas penegakan hukum
berupa kewenangan penanganan perkara,
pemeriksaan dan putusan bagi pelaku usaha
yang terbukti melanggar. dan tugas mendorong
pengaturan persaingan melalui penyampaian

! Artikel Skripsi
Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.
16071201681
? Fakultas Hukum Unsrat, Magister llImu Hukum
* Fakultas Hukum Unsrat, Magister llImu Hukum

Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/0kt-Des/2020

saran dan pertimbangan kebijakan persaingan
kepada Pemerintah. Betkaitan dengan proses
penyelesaian sengketa, terdapat beberapa
Pasal yang mengatur, yaitu dalam Pasal 38
sampai dengan Pasal 46. Perkara yang timbul
karena pelanggaran undang undang ini dapat
diajukan karena adanya pengaduan dan dapat
juga tanpa adanya pengaduan. Selain dari
sanksi-sanksi administratif dan sanksi perdata,
maka hukum anti monopoli juga menyediakan
sanksi-sanksi pidana bagi sipelanggar hukum.
Kata kunci: Peranan, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), Menyelesaikan
Sengketa Usaha Perdagangan, Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan mengatur tentang
sengketa antar pelaku usaha yang merasa
dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha
lainya, oleh karenaya, sengketa persaingna
usaha pada dasarnya merupakan sengketa
perdata. Dalam perkembangnaya hukum
persaingan, dalam hal penyelesaian sengketa
persaingan usaha tidak semata mata
merupakan sengketa perdata. Pelanggaran
terahdap hukum persaingan mempunyai unsur
unsur pidana bahkan administrasi hal ini
disebabkan pelanggaran terhadap hukum
persaingan pada akhirnya akan merugikan
masyarakat dan merugikan perekonomian
Negara. oleh karenanya disamping
penyelesaian  sengketa secara  perdata,
penyelesaian sengketa persaingan usaha
dilakukan juga secara pidana.’

Berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1999,
dibentuklah suatu lembaga untuk mengawasi
keberlakuan undang-undang ini, yakni Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU
merupakan sebuah lembaga independen dan
terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak
lainnya serta memiliki kewenangan untuk
melaksanakan pengawasan persaingan usaha.
Besarnya kewenangan KPPU tersebut sama
dengan yang dimiliki lembaga peradilan dan
berhak menjatuhkan sanksi. Namun demikian,
KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat

> Susanti Adi nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di
Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012) him
.539-540.
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administratif sedangkan sanksi pidana adalah
kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Adapun institusi yang diberikan kewenangan
oleh Negara untuk penanganan perkara
pelanggaran hukum persaingan usaha diatur
secara berbeda dengan tindak pidana pada
umumnya. Institusi ini dibentuk dan diberikan
kewenangan berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Institusi
yang diberikan kewenangan untuk sengketa
persaingan usaha adalah Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU).°

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah
lembaga Quasi Judicial yang mempunyai
wewenang eksekutorial terkait kasus — kasus
persaingan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1
Angka 18 UU. No.5 Tahun 1999 yang dimaksud
dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usahanya agar tidak melakukan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Selanjutnya mengenai KPPU diatur dalam
Pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) UU.No.5 tahun
1999.

Dari uraian diatas telah mendorong penulis
untuk menulis skripsi ini dengan judul
"Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha
Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Persaingan
Usaha Tidak Sehat Dalam Kegiatan
Perdagangan ?

2. Bagaimanakah Eksistensi Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Dalam Menyelesaiankan  Sengketa

Persaingan Usaha Menurut UU No. 5
Tahun 1999 ?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini merupakan
disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum tentang
larangan monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat yang berkaitan dengan kegiatan
perdagangan, serta pengaturan hukumnya

® Ibid., him. 540.
7 Ibid, hal. 544.

dalam penyelesaian sengketa, maka penelitian
ini merupakan bagian dari penelitian hukum
yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang
dinamakan penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum kepustakaan.?

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak

Sehat Dalam Kegiatan Usaha Perdagangan

Bentuk-bentuk  Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari :°
a. Perjanjian yang Dilarang

Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999
menyatakan perjanjian sebagai suatu
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih
pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik
tertulis maupun tidak tertulis.

Unsur-unsur perjanjian yang dilarang yaitu:

(1) Adanya perjanjian tertulis atau lisan,

(2) Dalam menjalankan kegiatan usaha
dilakukan pada bidang usaha yang
sama, sejenis, atau subtitusinya,

(3) Berada dalam pasar bersangkutan yang
sama,

(4) Menciptakan hambatan masuk (barrier
to entry) bagi pelaku usaha lain,

(5) Memiliki market power atau menjadi
price maker,

(6) Menimbulkan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.'

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa
bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan
oleh pelaku usaha, yaitu:

(1) Oligopoli diatur pada Pasal 4.

(2) Penetapan harga diatur pada Pasal 5, 6,

7, dan 8.

(3) Pembagian wilayah diatur pada Pasal 9.

(4) Pemboikotan diatur pada Pasal 10.

(5) Kartel diatur pada Pasal 11..

(6) Trust diatur pada Pasal 12.

(7) Oligopsoni diatur pada Pasal 13.

(8) Integrasi vertikal diatur pada Pasal 14.

(9) Perjanjian tertutup diatur pada Pasal
15.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum

Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

9 .
Januar Jalu Anggoro, Pelanggaran Hukum Persaingan

Usaha Dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek

(Studi Putusan KPPU No.:10/kppu-i/2015), Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Lampung 2017, hal. 15

10 Rilda Murniati, Op. Cit., Him. 91.
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(10) Perjanjian dengan pihak luar negeri
diatur pada Pasal 16.

b. Kegiatan yang Dilarang
Kegiatan secara  terminologi  bahasa

Indonesia adalah suatu usaha, aktivitas,
tindakan atau perbuatan hukum secara sepihak
yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa
melibatkan pelaku usaha lain. Suatu kegiatan
usaha menjadi dilarang apabila memenuhi
kriteria:

(1) Kegiatan usaha dilakukan pada bidang
usaha yang sama/sejenis/subtitusinya
pada pasar bersangkutan.

(2) Menciptakan hambatan masuk bagi pelaku
usaha.

(3) Memiliki market power dan menjadi
penentu harga (price maker) dalam pasar
yang bersangkutan.

(4) Menimbulkan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.

(5) Merugikan konsumen atau masyarakat.™

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa
kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh
pelaku usaha, yaitu:

(1) Monopoli diatur pada Pasal 17.

(2) Monopsoni diatur pada Pasal 18.

(3) Penguasaan pasar diatur pada Pasal 19.

(4) Menjual rugi (predatory pricing) diatur
pada Pasal 20.

(5) Kecurangan dalam menetapkan biaya
produksi (manipulasi biaya) diatur pada
Pasal 21.

(6) Persekongkolan tender diatur pada Pasal
22, persekongkolan membocorkan rahasia
dagang/ perusahaan diatur pada Pasal 23,
dan persekongkolan menghambat
perdagangan diatur pada Pasal 24.

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana
pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang
berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya
dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku
usaha mempunyai posisi tertinggi di antara
pesaingnya di pasar bersangkutan dalam
kaitannya dengan kemampuan keuangan,
kemampuan akses pada pasokan atau
penjualan serta kemampuan untuk
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang

™ bid., Him. 115.
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atau jasa tertentu. Tindakan terlarang yang

umumnya dilakukan oleh pemilik posisi

dominan dalam mempertahankan
kedudukannya di dalam pasar yaitu:

(1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan
dengan tujuan untuk mencegah atau
menghalangi  konsumen  memperoleh
barang/jasa yang bersaing baik dari segi
harga maupun kualitas.

(2) Membatasi pasar dan pengembangan
teknologi.

(3) Menghambat pelaku usaha lain yang
berpotensi menjadi  pesaing  untuk
memasuki pasar yang bersangkutan.®

B. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaiankan
Sengketa Persaingan Usaha Menurut UU
No. 5 Tahun 1999
Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga atau

instansi yang independen yang terlepas atau

tidak terpengaruh oleh kepentingan
pemerintah ataupun pihak lain didalam
melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan
melakukan penindakan terhadap setiap pelaku
usaha yang menjalankan usahanya dengan

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan

Usaha ini bertanggung jawab langsung kepada

Presiden mengenai kinerjanya  selama

melaksanakan tugasnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
merupakan suatu lembaga independen yang
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada
Presiden.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, Tugas Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), adalah sebagai
berikut :

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian
dan kegiatan usaha/tindakan pelaku
usaha yang dilarang oleh undang-undang
ini serta penilaian terhadap ada atau
tidaknya penyalahgunaan posisi
dominan;

b. Mengambil tindakan sesuaia dengan
wewenang yang diberikan;

2 pid., Him. 132-133
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C. Memberi saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat;

d. Menyusun pedoman dan atau publikasi
yang berkaitan dengan undang - undang
ini;

€. Memberikan laporan secara berkala atas
hasil kerja kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang KPPU sebagaimana
diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 5
Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan dari dan atau dari
pelaku usaha tentang dengan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

2. Melakukan penelitian tentang dugaan
adanya kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

3. Melakukan  penyelidikan dan  atau
pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh
masyarakat atau oleh pelaku usaha atau
yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil
dari penelitiannya;

4. Menampilkan hasil penyelidikan dan atau
pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah
melakukan penyelewengan  terhadap
ketentuan undang-undang ini.

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi
ahli, dan setiap orang yang dianggap
mengetahui pelenggaran terhadap
ketentuan undang-undang ini;

7. Meminta bantuan penyidik  untuk
menghadirkan para pelaku usaha, saksi-
saksi ahli, atau setiap orang bagaimana
dimaksud huruf c¢ dan f yang tidakn
bersedia memenuhi panggilan komisi.

8. Meminta keterangan dari instansi
pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau penulisan terhadap
pelaku usaha yang melanggar ketentuan
undang-undang ini.

9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai
surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan atau pemeriksaan.

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau
tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha
lain atau masyarakat.

11. Memberitahukan putusan komisi kepada
pelaku usaha vyang diduga melakukan
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif kepada pelaku usaha yang
melanggar ketentuan undang-undang ini.
Beberapa tahapan harus ditempuh oleh

KPPU dalam memeriksa perkara pelanggaran

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM & PUTS).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa

keseluruhan prosedur pemeriksaan perkara

yang ditempuh oleh KPPU adalah antara lain :

1) Menerima laporan kepada KPPU,

2) Pemeriksaan Pendahuluan,

3) Pemeriksaan Lanjutan,

4) Mendengar keterangan saksi dan/atau
saksi saksi ahli serta si pelaku sendiri dan
memeriksa alat bukti lainnya,

5) Menyerahkan kepada Badan Penyidik
dalam hal-hal tertentu,

6) Memperpanjang pemeriksaan lanjutan,

7) Memberikan kepututusan kepada pelaku
usaha,

8) Memberikan keputusan komisi,

9) Pelaksanaan keputusan komisi oleh
pelaku usaha,

10) Pelaporan pelaksanaan keputusan
komisi oleh pelaku usaha kepa da komisi
pengawas,

11) Menyerahkan kepada Badan Penyidik
jika Putusan Komisi tidak di laksanakan
dan/atau tidak diajukan keberatannya
oleh pihak Pelaku Usaha,

12) Badan penyidik melakukan Penyidikan,
dalam hal Pasal 44 ayat 5,

13) Pelaku usaha mengajukan keberatan ke
pada Pengadilan terhadap putusan
Komisi Pengawas,

14) Pengadilan Negeri memeriksa keberatan
pelaku usaha,

B Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

128



15) Pengadilan Negeri memberikan putusan

atas keberatan pelaku usaha,
16) Kasasi ke Mahkamah Agung atas
Putusan Pengadilan Negeri,

17) Putusan Mahkamah Agung,

18) Permintaan penetapan eksekusi kepada
Pengadilan Negeri,

19) Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan
Negeri,

20) Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan
Negeri.

Dalam kenyataan Komisi ini merupakan
badan yang mempunyai kewenangan yang
sangat luas dalam menangani perkara
persaingan tidak sehat sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, tujuan dari pembentukan Undang-
Undang tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah
menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya untuk menigkatkan kesejahteraan rakyat.
14

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang adanya
perjanjian dan perbuatan yang bersifat anti
persaingan serta adanya penyalahgunaan posisi
yang dominan dari pelaku usaha. Perjanjian
yang dilarang oleh undang-undang ini adalah
oligopoly, penetapan harga, pembagian
wilayah, pemboikotan, kartelisasi, trust,
integrasi vertical, perjanjian tertutup dan lain
sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan yang
dilarang  seperti  monopoli, monopsoni,
penguasaan pasar, dan persekongkolan.

Terdapat beberapa Pasal yang mengatur
mengenai mekanisme penanganan perkara
persaingan usaha tidak sehat yaitu dalam Pasal
38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaiangan Tidak Sehat. Perkara
yang timbul karena pelanggaran undang
undang ini dapat diajukan karena adanya

¥ Munir Fuady, 2002, Hukum Anti Monopoli

(Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat), Bandung, PT
Citra Aditya Bakti.hal. 234
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pengaduan dan dapat juga tanpa adanya
pengaduan.

Adapun prosedur penanganan perkara
persaingan tidak sehat vyaitu pihak pihak yang
dapat mengajukan perkara atas dugaan telah
terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat
kepada komisi pengawasan persaingan usaha.
Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu
anggota masyarakat luas, pihak yang dirugikan
atau praktek bisnis yang bersangkutan,
misalnya pelaku usaha pesaing dan KPPU
sendiri.

Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan
atau gugatan yang ditunjukan kepada KPPU
dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah pengaduan tersebut diterima dan
harus diputuskan apakah proses pemeriksaan
tersebut layak diteruskan atau tidak. Pelaku
usaha yang diadakan karena dicurigai telah
melakukan praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat wajib bekerja
sama atau beritikad baik untuk meluncurkan
proses pemeriksaan dengan misalnya
menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan
memberikan  keterangan serta bersedia
diperiksa oleh KPPU.

Apabila KPPU memutuskan perlunya
pemeriksaan lanjutan maka proses
pemeriksaan lanjutan tersebut paling lama 60
(enam puluh) hari. KPPU wajib membacakan
putusannya secara terbuka selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari. Sejak diterimanya
pemberitahuan tersebut, pelaku usaha itu wajib
melaksanakan isi putusan KPPU tersebut.
Apabila bersangkutan keberatan terhadap isi
putusan KPPU tersebut, maka dia dapat
mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan
Negeri.

Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulai
memeriksa permohonan banding tersebut
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya permohonan banding, dan jangka
waktu pemeriksaan itu adalah 30 (tiga puluh)
hari. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
dapat pula dimintakan kasasi langsung ke
Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah
Agung harus menjatuhkan putusannya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan
upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
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dan terhadap putusan tersebut dimintakan
penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku
usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan
upaya hukum keberatan terhadap putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di
pengadilan  negeri. Selanjutnya, putusan
pengadilan negeri terkait keberatan tersebut
masih terbuka kasasi bagi yang tidak puas. Lalu
bagaimana eksekusinya jika putusan KPPU
dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan sudah
berkekuatan hukum tetap.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan
Usaha), sudah mengatur tentang pelaksanaan
putusan Majelis Komisi, seperti dalam Pasal 44
ayat (1), Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1)
dan ayat (2).

Pasal 44 ayat (1) UU Persaingan Usaha
menyebutkan bahwa dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak pelaku usaha menerima
pemberitahuan putusan komisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha
wajib melaksanakan putusan tersebut dan
menyampaikan laporannya kepada komisi.

Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan
pelaksanaan putusan komisi sebagaimana
diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan
KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara (Perkom No0.1/2010), dan
Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum
Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma
No0.3/2005), maupun UU Persaingan Usaha.
Antara lain:"

1. Tahapan Pertama Jangka Waktu dan

Monitoring

Dalam hal terlapor tidak mengajukan
keberatan terhadap Putusan Komisi sampai
dengan lewatnya waktu 14 hari sejak putusan
diterima, maka Terlapor wajib melaksanakan
Putusan Komisi dan menyampaikan laporan
pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka
waktu pengajuan keberatan. Terkait
monitoring, maka Sekretaris Komisi akan
melakukan monitoring pelaksanaan Putusan
Komisi untuk menilai pelaksanaan putusan
Komisi dan apabila diperlukan Sekretariat

1 https://bplawyers.co.id/2017/03/28/3-tahapan-

pelaksanaan-putusan-kppu-yang-wajib-dipahami/

Komisi dapat membentuk Tim Monitoring

Pelaksanaan Putusan Komisi.

2. Tahapan Kedua, Apabila Pelaku usaha
menolak melaksanakan Putusan dan tidak
melakukan  upaya hukum  keberatan
terhadap Putusan.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan
Putusan Majelis KPPU dan tidak pula melakukan
upaya hukum keberatan, maka Komisi
menyerahkan  putusan tersebut kepada
penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 44 ayat (4) UU
Persaingan Usaha).

3. Tahap Eksekusi Putusan
Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan

upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dan terhadap putusan tersebut Komisi akan
dimintakan  penetapan eksekusi kepada

Pengadilan Negeri.

Ketentuan penetapan eksekusi ini
dipertegas dalam Perma NO0.3/2005. Pasal 7
ayat (1) dinyatakan permohonan penetapan
eksekusi atas putusan yang telah diperiksa
melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU
kepada Pengadilan Negeri yang memutus
perkara yang bersangkutan. Sementara
terhadap permohonan penetapan eksekusi
putusan vyang tidak diajukan keberatan,
diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat
kedudukan hukum pelaku usaha.

Untuk membuktikan bahwa dimensi hukum
persaingan usaha bukan hanya sekedar hukum
perdata saja adalah dapat ditilik dari penangan
terhadap perkara persaingan usaha adalah
KPPU, yang didasarkan pada adanya laporan
dari masyarakat dan dari inisiatif KPPU sendiri,
laporan dari masyarakat terdapat dua (2) jenis
yaitu laporan tanpa ganti rugi dan laporan
diikuti dengan tuntutan ganti rugi terhadap
pelaku usaha yang diduga melakukan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Dimensi laporan adalah bernuansa pidana
sedangkan inisiatif sendiri adalah bernuansa
keperdataan.'®

Komisi diberi kewenangan untuk
menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administrative terhadap pelaku usaha yang

18 | Made Sarjana, Op.Cit., him. 2.
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melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, berupa :

a.

penetapan pembatalan perjanjian yang
dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaiangan Tidak Sehat;

. perintah kepada pelaku usaha untuk

menghentikan integrasi vertical;

perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan  kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktek monopoli dan atau
menyebabkan persiangan usaha tidak sehat
dan merugikan masyarakat;

. perintah kepada pelaku wusaha untuk

menghentikan
dominan;
penetapan pembatalan atas merger atau
akuisisiatau konsilidasi badan yang dilarang
oleh undang-undang;

penetapan pembayaran ganti rugi;

penyalahgunaan posisi

g. pengenaan denda sebagaimana diatur

menyatakan

dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.

Pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1999
bahwa KPPU berwenang

menjatuhkan sanksi administratif terhadap
pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-Undang No.5 tahun 1999 tindakan
administrative tersebut berupa:*’

a.

Penetapan pembatalan perjanjian
Sebagaimana dimaksud dalam: perjanjian
perjanjian oligopoli (Pasal 4), Penetapan
harga (Pasal 5), diskriminasi harga (Pasal 6),
pengekangan harga diskon (Pasal 7),
pengekangan harga distributor (Pasal 8),
pembagian wilayah (Pasal 9), pemboikotan
(Pasal 10), Kartel (Pasal 11), trust (Pasal 12),
oligopsoni (Pasal 13), perjanjian tertutup
(Pasal 15), dan perjanjian dengan pihak luar
negeri (Pasal 16).

. Perintah kepada pelaku usaha untuk

menghentikan integrasi vertical (pasal 14).

Perintah menghentikan integrasi vertical
yang dapat mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat dan/atau merugikan
masyarakt dilaksankan dengan perintah
untuk, membatalkan perjanjian tersebut,
mengalihkan sebagian perusahaan kepada
pelaku usaha lain atau perubahan bentuk
rangkaian produksi. Dalam perspektif

7 susanti Adi Nugroho. Op.Cit., him. 563.

Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/0kt-Des/2020

persaingan, integrasi vertical pada dasarnya
tidak dilarang karena dapat menghasilkan
efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya
transaksi. Namun demikian integrasi vertical
juga dapat disalahgunakan sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
dan/atau merugikan masyarakat.

. Perintah kepada pelaku usaha untuk

menghentikan  kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktik monopoli dan/atau
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat
dan/atau merugikan masyarakat.

Pengertian dari Pasal 47 ayat (2) huruf c
diatas adalah komisi berwenang
menjatuhkan tindakan administrative
berupa perintah pengehentian kegiatan
yang menimbulkan praktik monopoli,
adapun kegiatan yang menimbulkan praktik
monopoli tercantum dalam Pasal 4 ayat(1),
pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1),
pasal 16, pasal 17 ayat (1) pasal 18 ayat(1)
pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal
23, pasal 26 huruf c, serta pasal 28 ayat (1)
dan ayat (2). Adapun kegiatan vyang
menimbulkan persaingan usha tidak sehat
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat
(10, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal
12, pasal 13 ayat 91), pasal 14, pasal 16,
pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19,
pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal
26 huruf c, serta pasal 28 ayat (1) dan ayat
(2). Adapun kegaiatan yang merugikan
masyarakat sebagaimana tercantum dalam
Pasal 14.

. Perintah kepada pelaku wusaha untuk

menghentikan penyalahgunaan posisi
dominan.

Posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang
oleh undang-undang No.5 Tahun 1999,
karena masyarakat mendapatkan manfaat
dari skala ekonomi perusahaan melalui
kehadiran produk yang lebih murah, kualitas
lebih baik, dan variasi produksi, pengertian
penyalahgunaan posisi dominan vyang
dilarang dalam undang undang No. 5 tahun
1999 ialah sebagaimana ditentukan dalam
bab 5 UU No.5 tahun 1999, mengenai posisi
dominan yang mencakup Pasal 25,26,27,28,
dan 29.

. Penetapan pembatalan atas penggabungan

atau peleburan badan usaha dan pengambil
alihan saham( Pasal 28).
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Pada prinsipnya peleburan, penggabungan
dan pengambil alihan saham tidak dilarang,
menjadi terlarang apabila dalam peleburan,
penggabungan dan pengambil alihan saham
tersebut mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. Penetapan ganti rugi.

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha
dan/atau kepada pihak lain yang dirugikan.
Dalam pedoman Keputusan KPPU No.
252/KPPU/Kep/VII/2008, ganti rugi
didefinisikan sebagai “ganti rugi merupakan
kompensasi yang harus dibayarkan oleh
pelanggar terhadap kerugian yang timbul
akibat tindakan anti persaingan yang
dilakukanya”. Besar kecilnya ganti rugi
ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada
pembuktian kerugian senyatanya oleh
pelaku usaha vyang merasa dirugikan.
Pengenaan denda dalam keadaan apapun
serendah rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu
milyar rupiah) dan setinggi tingginya Rp.
25.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi pidana.

Meski KPPU hanya diberikan kewenangan

menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti

Monopoli juga mengatur mengenai sanksi

pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai

pidana pokok. Sementara pidana tambahan

dijelaskan dalam Pasal 49.

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,
Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16
sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27,
dan Pasal 28 diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp25.000.000.000
(dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya  Rp100.000.000.000  (seratus
miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 6 (enam)
bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5
sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20
sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26
Undang-Undang ini diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (
lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya
Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar
rupialh), atau pidana kurungan pengganti
denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41
Undang-undang ini diancam pidana denda

serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu

miliar  rupiah) dan setinggi-tingginya

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau

pidana kurungan pengganti denda selama-

lamanya 3 (tiga) bulan.
Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, terhadap

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48

dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah

terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini untuk
menduduki jabatan direksi atau komisaris
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan

tertentu yang menyebabkan timbulnva
kerugian pada pihak lain.

Setelah adanya pemberitahuan putusan,
maka akan diikuti dengan pelaksanaan putusan
dan menyampaikan laporan pelaksanaan
putusan kepada Komisi. Pelaku usaha yang
keberatan atas putusan Komisi diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatannya
kepada Pengadilan Negeri, dan apabila tidak
terdapat keberatan, maka putusan Komisi
dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan dapat dimintakan penetapan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa dalam kegiatan  usaha

perdagangan, bentuk persaiangan yang
sering terjadi diantara pelaku usaha,
dimana hal  yang menyebabkan
persaingan usaha yang tidak sehat bisa
terjadi  dikarenakan adanya suatu
keadaaan yang menguntungkan pelaku
usaha dan  memanfaatkan  demi
kepentingan serta keuntungan pelaku
usaha tersebut yang merupakan
hambatan terhadap perdagangan.
Persaingan usaha yang tidak sehat yang
terdapat dalam suatu perekonomian
pada dasarnya terjadi dalam bentuk
Kartel (hambatan horizontal), Perjanjian
tertutup (hambatan vertikal), Merger,
dan Monopoli.
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2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, institusi
yang diberikan kewenangan untuk
sengketa persaingan usaha adalah Komisi
Pengawas Persaingan Usaha. Eksistensi
(KPPU),  vyakni  untuk  mengawasi
pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.
Dalam rangka pengawasan ini, undang
undang memberikan  KPPU  tugas
penegakan hukum berupa kewenangan
penanganan perkara, pemeriksaan dan
putusan bagi pelaku usaha yang terbukti
melanggar. dan tugas mendorong
pengaturan persaingan melalui
penyampaian saran dan pertimbangan
kebijakan persaingan kepada
Pemerintah. Betkaitan dengan proses
penyelesaian sengketa, terdapat
beberapa Pasal yang mengatur, yaitu
dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46.
Perkara yang timbul karena pelanggaran
undang undang ini dapat diajukan karena
adanya pengaduan dan dapat juga tanpa
adanya pengaduan. Selain dari sanksi-
sanksi administratif dan sanksi perdata,
maka hukum anti monopoli juga
menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi
sipelanggar hukum.

B. Saran

1.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, diharapkan dapat
menegakkan  aturan  hukum  dan
memberikan perlindungan yang sama
bagi setiap pelaku usaha didalam upaya
untuk menciptakan persaingan usaha
yang sehat. Undang undang ini secara
umum mengatur secara lengkap hal hal
yang berkaitan dengan larangan prkatik
monopoli dan bentuk-bentuk persaingan
usaha tidak sehat lainnya. Walaupun
demikian diharapkan juga undang
undang ini dapat diterapkan dengan baik
sebagaimana tujuan yang ingin dicapai
oleh undang-undang itu

Diharapkan kepada pelaku usaha jika
terjadi sengketa akibat persaingan usaha
tidak sehat maka terdapat mekanisme
penanganan perkara dengan melakukan
laporan kepada KPPU. Seharusnya Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha selain
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mengatur tentang sanksi administrative
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 juga mengatur tentang sanksi
pelanggaran terhadap undang-undang ini
yang dapat dikenakan ancaman pidana,
yaitu berupa pidana pokok dan pidana
tambahan.
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